BLUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA
PRERATIIRAN BLIPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

SCMBENTUREAN, KEDUDUKAN, 3USUNAN ORGANIZASI, TUGAS, FIINGEI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA f11NAS
FENDIDIEAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Meninhang - a.

hlsngingat ; L.
2.
a,

i  BUPATI BANTUL,
bahwa dalam rengka mewwjudkan sumber daye manusia
menufu masyarakat yang cerdas, tangguh, produktf dan
berdaya saing diperlukan upeyva peningkatan pemerataan
perndidilean di daerals;
bahwa dalam rangka meningkatkan  kalitas dan
kuantitas pendidikan dari jenjang Tamnan Kanak-Kanal
sampai deogan  Pendidikan Dasar perlu dilukukan
penataan kelembapaan satuan pendidikan:
bahwa Peraturan Bupat Bantul Nomor 53 Tahun 2023
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fuangsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dacrah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahroga  sizdsh  tidak scsuai dengan kebutuhan
taxyarakat sehingpga perlu dicabut dan diganti;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sehapaimana
dimaksud dalam haruf &, hurad b, dan huref ¢ perly
menetapkan Peraturan Dupati tentang Fembentulkan,
Eedhudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tula Kerja Unit Pelaksana Tekniz Dacrah Pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Glahrags,

Fasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintoahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Komuor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Namor & Tahun 2023 tentang DPenetapan Peraturan
Pemerinitah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentany Cipts Kera Menjadi Undang-Usdang
(Lembiran Negara Repuibilik Indonesia Tahon 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-tindang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Eabupalen Bantul di Daeerah  Istimewa  Yogyakarta
(Lembaran Kegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
208, Tambohan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomeor T059};



4. Peraturan Daeralh Kabupaten Bantul Nomor [2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupatsn Bantul [Lembaran Daeral Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambshan Lembaran
Dragreh Kabupaten Bantul Nomor 73] sebagaimana telah
dlubah beherapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomer 5 Tahun 2021 tentang
Ferubahan Keduno Atas Neraturan Deerah Noowor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Dacrah Kabupaten Bantul (Lembaran Dacrah Kabupaten
Banual Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Daerah
Kabupaten Bantul Notmor 139);

MEMUTUSKEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUIATI TENTANG FEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANTSASI, TUGAS, FUNGS! DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DABRAH FADA DINAS FENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN CLAHRACA,

BABI
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Malam Peraturan Bupati ini veng dimaksud dengan

1.

Unit Pelaksana Teknis Dasrah yang selanjutnya disingkar UPTD adalah Unit
Pelaksana Tekniz padn Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahrags
Kebupaten Bantyl,

Unit Organisasi adalah bagian dad steukur organisasi yang dapat dipimpin
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Petlgawas, alu Pejabat Fungsional yang diangkat uniuk memimpin $ulu
unit kerja mandin berdasarkan ketentian peraturan perundang-undangaan.
Satan  Pendidikun  adalah kclompok  Jayanan  pendidikan  yang
menyvelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonfarmal parda setiap
jenjang dan jonis pendid i,

Koordinator Wilayah Bidang Pandidiksn TK dan 8D ¥ang selanjutnya disebut
Korwil Bidang Pendidikan TK dan 8D odalah unit kerja vang bertupas
melakbitkan koordinasi lavanan administresi dan penjaminan mutl pada
Saruan Pendidikan dr wilayah kerja Kapanewon.

Jabatan Fungsionat adatak: sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelaganan [ungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterarmpilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalak sekelompok jshatan yang bersi Fungel tugae
pelaksanaan keginlun pelayanen publik  serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Fungsional Pamong Belajar sdalah pendidik dengan tugas utama
melakitkan kegiatan bclajar mengajar, progkejian program, dan
pengembangan meds! Peadidikan Nonformal dan Informal pada Unit
Pelalcsana Teknis Daerafl dun Satuan Pendidikan Nenformal dan Infarmal.,
Pendidikan Anak Usia D¥ni yang selanjutiiya disingkat PAULD adalah upaya
pembinean yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampal usia & (enam)
tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidilan untik
membantu pertumbuhan dan perkembangan Jjrsmani dan rohani agar anak
memilikl kestapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
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Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PRF adadah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstrakiue dan
berianjang, i

Program Pendidiken Nenformal vang selapjutnya dissbut Program PNF
adalah layanan pendidikan yang disclenggarakan untuk snernberdayskan
masyaraltat melalui | pendidiltan yang  disclonggarakan untuk
memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakepan hidup,
pendidikan anak wusia  dini, peandidikan  kKepemudasan, pendidiban
pemberdayaan perempuan, pendidikan  keaksarsan, pendidikan
ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesctaraan, serta pendidikan
lain vang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pezcrta didik,
Senggar Hegiatan Belwar yang selanjuinya disingkat SKB adalah nnit
pelakaana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentule
Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

Tarnan Kanak-Kanak yvang selanjutnye disingkar TK adalah Taman Kenek-
Kanak yang selanjutnya disinghat TK adalah satuan pendidikan formal yang
menyelengegarakan program pendidikan khosus bagad anake berusia 4
(vmpat) tahun sampai dengan 6 [enatn) tabin dengan prioritas usia 5 (lima)
dan 6 (enam) tahun ..

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat 8D adalah satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar,

dekalah Merengah Pertama yang sslanjutiys disingkal SMP adalah satuan
pendidikan formael yang menyelenggarakan pendidikan wmum jenjang
pendidilkan dusar sebaged lanjutan dari 2D, MI atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan duari hasil belajar yang dialoud sema atan sctara 8D
etay ML

Dinas adalah Dinas Pendidiken, Kepemudaan dan Olabiraga Kabupaten
Bantul.

Kapanewon adalah sebutan kecomatan «f wilayah Dacrah Istimews
Yopyakarta yang merupakan bagisn wilavah dari dacrah Kabupaten dan
merupakan perangkat daeruh Kabupaten.

. Bupat: adalah Bupati Bantl,

-Kepala Thinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Eepemudaan dan Olahragn
Eabupaten Bantual, :

.Eepalaz adalah Kepala Bangear Kegiatan Delajar, Kepala Tamean Kanak-

Eanak, Kepala Sckelah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama.

- Zekretaris adalaly Bekrelars Dinas.

- Dacral: adalah Kabupaten Bantul.

BAE I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
{l] Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satvan Pendidikan pada
Dinas, :
(2] UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)], terditd alas -
a. Sangear Kegiatan Belajar;
b, TE;
. S0y dan
4. SMP,



BAE 1T
SANGCGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Eesatu
Kedudukan

Pasal 3

(11 Sangpar Kegiatan Belajor sebagaimane dimalesud dalam Pasal 2 ayat (2]
huruf a merupakan Satuan Pendidiken Noafermel yasng berkedudukan da
bBaiwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalul kepala bidang
yvang membidangi PAUD dan PNF.

[2) Banggar Kegiatan Relgjar sebagaimona dimaksud pada ayvat (1] dipimpin
pleh Kepala.

(3} Kepala sebagaimana dimaksud pade ayat [ merupakan  jabatan
nonstruktural vang diangkat dari Pajobat Fungsional Pamaong Belajar vang
diberi tugas tambahan sebagal Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paaal 4
(=] Susunan organisnsi Sangear Kegiatan Belajar, terdini atas -
A, Kepala; :
b, Urusan Tata Usalia, clag
¢, Kelompok Jabaten Fungsiona),
(2] Bagan susunan organigasi Sangegar Keglatan Belajar sehagaimana dimalsud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ vang merupakan bapgian tidak
lerpisahlcan dari Peraturan Bupat: ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umnum

Pasal 5
Janggar Kepialun Belajar mempunyai tugas menyelengparakan Programn PNF.

: Pasal &
Sanggar Kegiatan Belajar dalam melakaannkan tugas sebagaimens. dimalosud
dalam Pasal & mempunyai fungai :
penyusunan rencana kerja Sangpgar Kegiatan Balajar;
rembentukan rembongan belajar program PAUD dan PNF,
penyelengparaan pembelajaran program PAUD dan PNF,
pembimbingan program FALUD;
pengembangan kurilulum, bahan ajar, dan media belajar pada PAUD dan
FNF:
penyelenggaraan evalussi pembelajaran program PAUD dan PNF;
penyelengaraan program percontohar program PAUD dan PNF;
. penyelengearaan kKalurahan binonan PAUL den PNF;
pelaksansan pengabdian masysrakat yang terkait pragram PALID dan PNF;
pclaksanaan hubungan kerja same dengan oranpg tua pewserie didik dan
meavatalat;
k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungaional dan Jabatan Pelaksana pada Sangear Kepiaran Belajar;
|, prluksanasn ketatausahaan dan kerumahtangzaan;
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1. pelaksanaan menitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanasn tugas dan
fungsi Sanggar Kegiatan Belajar; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang dilberikan nleh Kepala Dinas sesual bidang
MIgAasnya.

Paragraf 2
. Urusan Tata Usaha

: Fazal 7

i) Kepala dalam melaksanalan tugas di bidang tata usaha dibantu Urasan
Tata Usaha.

[4} Uruzan Tata Usaha scbagaimana dunaksud pada ayat [1) dipimpin oleh
Ecpala Uiuaan Tala Usaha.

(3] Eepala Urusan Tate Usaha sebageimana dimaksud pada ayat (2) berada di
bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala,

(4] Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dirquksud pada ayat (2] mermipakan
Jubatan nonstrukturael yang diangkat dari pejabat pelaksana,

(3) Dalam hal tidak terdapat pejabat pelaksana, Kepala Uruean Tata Usaha
sehagaimana dimaksud pada syvat (4] diangkat dard Pejabal Fungsional
Pamong Delajar yang diberi tugas tambahan sebagal Kepala Urisan Taw
[Isaha.

{6} Kepala Urusan Tata Usaha schagaimana dimaksud padu avat (3] ditugaskan
oleh Kepala dengan surat fugas.

7] Utusan Tata Usaha dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) mempunyai fungsi
4. perynsinan rencang Kera anggacan Sanggur Heplatan Belajar;

b. pelaksanasn administ-asi kurikulum dan peserta didilk;
. pelaksanaan hubungan kerfu sama dengan erang tua peserta didik dan
masyaralzat;

- penatansahaan dan pengelolaan keuangan;

penatiUsahaan kepegawaian,

pengelolaan barang milik dacrah pada Sanggar Eegiatan Belajar:

pelaksanaan kegiatan kerumahtangeasn;

pengrlelaan kehumasan, perpustaliaan dan Kearsipan:

peugelolaan data dan sistem informasi |

pelayanan informasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;

penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sangear Kegiatan Belajar;

pemantguan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Urisan Tata

Usaha; dan :

m:. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala scsuai dengan
Eidang tugasnyea,

ERTrM TS O

Paragral 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Paszal 8
Kelompok Jabatan Fungsionz] sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1}
huruf ¢ melaksanakan sebagian tugas pada Sanggar Kegiatan Belajar scsuai
dengan bidang keahlian dan ketrampilan,



BAB TV
TAKMAN KANAK-KANAK

Bapian Kesatu
Kedudukan

Pasal U

(1} TK sebagaimana dimaleaud datam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudulean di
hawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang
yang membidangi PAUD dan PNF vang secara administratif dibina oleh
Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD.

2] TE merupakan kelvmpelk layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan
kegiantan telinis operusivnal dan penunjang Dinas dalam penyclonggaraan
pendidikan TH.

(3] TK dipimpin oleh Kepala.

(4] Kcpala sebagaimana dimaksud pada ayat (3] merupakan pejabat
nenstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru vang diberi tugas
lambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10
i1] Susunan ergunisasi TK, terdiri atas
A. Kepala: dan :
b. Kelempaok Jabatan Pungsional.
[y Bagan susunan arganisasi TK selugsimana dimaksud pada ayat (1]
tercantum dalam Lampiran I vang merupakan bagian tidak terpisalhikan dard
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Nla.ma TK yang merupakan kclompok layanan pendidikun  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ ayat (2} tereantum dalam Lampiran 11 vang merupakan
hagian tidal ierpisahkan dari Peraturan Bupat ini

Bagian Kelips
Tugas dan Funys

Paragraf 1
Lmum

Paszal 12
TH mempunyal tugas menyelenpparakan pombeclajaran TH.

Pasal 13
Th dalam melaksanakan tugss sebagaimona dimaeksud dalam Pasal 12
tempuiyal fungsi
a. penyelenggaraan prograrm pendidikan jenjang pendidikan TK;
b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada TK;
c. penyediaan data sebagai baban penyusunan perencanaan pendidikan pada
TK;
pembinaan dan pengendalian tekmis pendidikan pada TK;
pelaksatasmn pengendalian mutl penyelenggaraan pendidikan padas TH;
reupendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada TK;
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hintas scktoral pada TH, setelah

w oo



mendapat persetijuan Kepala Dinas:

h. pelaksansan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan
pada TK de=ngan unit Kerja terkait;

i. pcoyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas bidang pendidikan pada TK;

J- pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional dan .Jabatan Pelaksana pada TK;

. pembinaan kepegawaian pada TK;

I. pelakesanasn ketatousahaan; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikon oleh Kepala Dinaa sesai bidang
tugasnys.

. Paragrafl 2
Keloinpok Jabatan Fungsional

Pasal 14
Kelompok Jabalan Fungsional sehagaimana dimaksud delam Pasal 10 ayat (1)
huruf b melaksanaken sebagian tugas pada TK sesual dengan bidang keahlian
dan ketrampitari.

BAH V
SEKCLAH DASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pazal 13

(1] 8D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2) huruf ¢ berbedudukan di
bawah dan bertanpgung jawah kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang
yang membndangi 5D yang secara administrail dibinag oleh Korwil Bidang
Pendidikan TK dan SD.

(2] 8D merupalkan kelompol lavanan pendidikan vang membantu pelaksanasn
kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penvelengzarasn
pendidikan formal jenjang SD.

(2] 8D dipimpin oleh Kepala.

(4] Kepala =zcbagaimuna dimaksud pads ayat (3) merupaken pejabat
nenstrukiural vang diangkat dari pejabat fungsicnal gure yvang diberi tugas
lumbahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organlaasi

Pasal 16
(1) Susunan organisasi 30, terdiri atas :
a. Repala; dan _ :
L. Kelompok Jobatan Funesional.
(2] Bagan susunan organisasi SD sebapaimans dimaksud pada ayat [1)
tercantum dalam Lampiran ! yang menipakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Fasal 17
Wama 3D yang merupakan kelompok layanan pendidikan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 avat {2} lercantum dalam Lammpiran III yang
merupakar baglan tidak terpisahilkan dari Peratiran Bupati ini.

“n



¢ Hag;l'a.n Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
i Tinum

Fazal 18
5D mempunyeal tugas menvelenggarakan layansn pendidiksn formal jenjang
pendidilean dasar.

Faszal 19
30 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam FPasal 18
tmetnpunyal fungs :
a. penyvelenggaraan program pendidilzan jenjang 50,
b. penyiapan kebijakan tcknis pendidikan pada 3D;
c. penyedizan dulu sebagoi bahen penyimunan pereneanaan pondidikan pada
=D,
pembinaan dan pengendalian tekms pendidikan pada 8D0;
pelaksansan pengendalian muta penyelenggaraan pendidikan S0y
pengendalian penyediaan sarana dan fazilitas belajar pade SD;
pereneanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada 8D, setelah
mendapar perseiljuan Kepala Dinas;
pclaksanaan koordinasi kegiatan dan korja same ks peodidikan  pda
2D dengan unit kerja terkaat;
penvelengparaan monitaring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugaa pendidikan pada SD;
i. pengoordinasian, fasilirasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelalisaca pacla 5D
k. pembinaan Kepegawaiun pada lingloup 8D;
pelaksangan ketatausahaarn; den
. pelaksanaan tugas lain yang diberiln oleh Kepala Dinas sesuai hidang
tgaanya.

- L
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Paragraf 2
Kelommpok Jabhatan Fungsicnal

Pasal 20
Kelompok Jabetan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (1)
bt b melaksanakan sebagian iugas pada 50 sesuai dengan hidang keahlian
dan ketrampilan. '

BAE V1
SEKOLAII MENTNGAII PERTAMA

Bagan Kesalu
Kedudikan

Pasal 21

[1] SMP sebagaimang dimaksud dalam Pasal 2 avat (2] huruf o berkedudukan
di bawah dan bertanggong jawab kepada Kepala Dinas melahii leepala
bidang yang membidangi SME.

(2] BMY  merupakan  kelmnpok layanan  pendidikan yang  membantna
pelaksanaan kKeglatan t(eknds operasional dan penunjang [ines dalam
nenyvelenggaraan pendidilcan frmal jenjange 3R

(3) BMP sebagaimeana dunekysud pads ayol 12) dipimpin oleh Kepala,



(4] Keprala  sebagmmmzana  domaksud pada ayvat (3} merupakan  pejabat
nenstruktural vang diangkat dari pejabal fungsional pura vang diben tigas
tambahan sebagai Kepala.

Bagien Kedua
Susunan Grganisagl

Pazaf 272
(1] Susvtnan Organgasi SMP, terdin atas
a. Kepala;
b, Wakil Kepala,
c. Kelompok Jabatan Fungasional; dan
d. Kelompok Jabatan Pelaksana,
(2) Bagan susunan arganisasit SMP schagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran [ yang mempakan bagian tidak terpisahkan dati
Peraturan Bupati in,

Pagal 23
Nama SMP yang merupakan kelompok layanan pendidiken schagaimane
dimaksud dalamm Pasal 231 ayat (2) tercantum dadlam Lampiran IV vang
merupakan bagian tidak terpisahkun darl Peraturan Bupati ini

Hagian Kentpa
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Do

Pasal 24

SMP mempunyai tugas menyelenggarakan liyanan pendidiken formal jenjang
pendidilesn menengah pertama.

Fasal 25

SME dalam melalesanalian tugas sebagaimans dimaksud dalam Pasal 24

mempuryal fungsl :

a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan SMF;

k. penyiapan kebjjakan tcknis bidang pendidikan pada SMP:

v, penyedizan daeta sebagei bahan  penyisunan perencanaan bideng
pendidikan pada SMP;

. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada SMP;

e pergendalian mutu penvelengparaan pendidikan SMF,

. oengendalian penyedinan sarana dan fasilitas belajar pada SMF;

. perencanaan Jdan pelaksanaan kegiatan hnlay sekiloral pada SMP, setelah
mendapat persetujuan Kepala Dhinas;

h. penpoordinasian kegiatan dan kerja sama telmis bidang pondidikan pacda
SMP denpan unit keria terkait;

1. penyelenggaraan monftoring, evaluasi dan peloporan pelalcsansan tugas
bidang pendidikan pada SMF,

j. pengoordinasian, fasilitas] dan pembinaan pelaksanaan tugas pada SMP;

k. pcmbinaan kepegawaiap pada hnghup 3MP;

. pelaksanaan ketatsvsahansn; dan

. pelaksanaan tupas lain yvang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
gas dan lunpgsinya.



Paragraf 2
Wakil Kepala

: Paral 26

[1} Kepala dalam melaksanakan tugas dibantu aleh Wakil Kepala.

(21 Wakil Kepala scbagaimuna dimaksud pada uyac (1) berkedudukan di bawah
dan bertangsung jawab kepada Kepala.

(31 Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakan jabeatan
mongtrukbural yang diangkat dari pejabat fungsional guru  dengan
keputusan Kepala.

i1 Wakil Kepala sehagaimana dimaksud poda ayol (3) paling baoyals 3 [tigal
otang dengan mempertimbanglkan jumlah rombongan belajar.

[5) Waldl Kepals gsebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaltsanakan tugas di
bidang:

a. akadermls

o, kealswasin:

¢, sArana dan prasarana,

d. hubungan masyarakat; dan
¢, administrasi SMP.

(6] Malam hal melaksanaltan tugas administrasi SMP scbagaimana duneksud
pada wyal 15) hwal e, Walkil Kepala dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang
ditunjuk cleh Kepala.

71 Wakil Kepala dalam melaksanakan tupas schagaimana dimaksud peda ayat
(1} mempuryal funesi :

&, penyusunan renceana kerja,

b penyvusunan rencand  kepiatan di bidang  sakademik, kesiswaan,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan admimsatrasi SMP,

c. pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kesiswasn, hubungan
masvaralkat, sarana dan prasarans, dan administrasi SMP;

d. pengelplaan data dan sistem informesi di bidang akademik, kesiswaan,
bubaingan rmomsyarakat, sarang dan prassmng, dan edmimistras, SMP;

£, penyusunan laporan kinerga Walal Kepals; dan

[ pelaksanxan [ung=t o ovang dibenkan oleh Kepalas sesval dengan
bidang tugasnva.

Paragraf 3
Kelompeck Jabatan Fungsional

Pasal 27
(1} Kelompok Jabalan Fungsional sebapaimana dimaksud dalam Pagsad 22 ayat
(1] hurof ¢ melaksanakan schagian lukas puds SMP sesvai dengan bidang
keahlian dan loetrampilan.
2] Jabatan Fungsional sebagaimansa dimalksud pede ayat (1] berkedodukan i

hawah dan bertangpung jawab kepada Kepala.

Favograf 4
Eelompok Jabalan Pelaksiang

Pasal 28
1] Eelompok Jabatan Pelaksans sebagaimana dimakesud dalam Pasal 22 ayat
{1] huruf d mempunyal ketugasan sesuai dengan analisis jabatan.
[2] Jabatan Prlaksana zebagaimana dimalrsud pada ayat (1) berkedudukan di
bawah dan bertangsung jawab kepada Kepala.
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BAB VII
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG FENTIDIKAN TK DAN 5D

Bagian Kesatu
Pembenhizkan

Fasal 2%
i1 Bupati membentuk Korwil Bidang Pendidikan TH dan SD pada Dinas.
(2] Kourwil Bidung Pendidikan TK dan 3D sebagaiunana dimakeud pada avat
(1) mernidiki wilayah kerja di bebernpa Kapaneworn.
(3 Korwil Bidang Pendidikan TK dan 3D sebagaimane dimaksud pada ayat
(2} tercantum dalam Lampirasn V' yang merapakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ind.

Bagiaty Kedua
Keduduken

Pasal 30

(1) Korwil Bidang Pendidikan TH dan 8D mervepakan unit kerja yang bertugas
meclakubkan  koordinasi  layanan  administrasi dan  penjeminan  muto
pendidixan pada 50 dan TE di wilayah kerjanya.

(2} korwil Bidang Pendidikan TK dan 3D sebrgaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin aleh Koordinator.

[3) Koordinatlor sebagaimana dimaksud pada avat (2] bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi TK dan SD.

i%] Koordinatar sebagaimana dimaksud pada ayal {3} berasal dan pejabat
fungsicnal pengawas yang ditetaplan dengan keputusan Kepala Dinas.

i3] Korwil Bidang Pendidikan TE dan SD zebapaimana dimaliand pada ayat (1)
tercantuum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisablkan
dari Peraturan Bupari ini.

Eagian Kcdua
Tugas dan Funps:

Fasal 31
1} Kotrwil Budang Pendidikan TH dan SD mempunvad Wgas melaluakan
keordirias layvanan admingsires dan pergannnsan mala pendidika pada SD
dan TK di wilavah kerjarnya.
i1 Korwi] Bidang Pendidikan TE dan £D dalam melaksanaltan tugas
sebagaimana dimaksud pade ayat (1) mempunyad fungs
a. penpurnpulan date peserta didik, sarane, prasarana, pendidik dan
tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan TK dan 8T i wilayah
kerfanya;
pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit  pendidik
dan tenaga kependidikan,
pelaksanaan penjaminan mutn pendidikan;
pelaksanaan koaordinasi lomba di wilavah kerianya;
pelaparan pelakaanaan tagas kepada Kepala Dinas; dan
pelaksanaan [ungsi lain yaog diberikan oleh Kepala Dinas aesuai dengan
bidang tugasnya.
4 HKorwil Bidang Pendidikan TE dan 3D dalam melaksanakan tugas dan
fungsi scbagaimana dimeksud pade ayat [1) dan ayat (2] berkgordinasi
dengan Bidang dan Selisi sesuai dengan tugas dan fungsinga.

2

m e R
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BAE VIII
TATA KERJA

Pa=zal 32
Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnva harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronizasi dan simplifikasi aik dalam lingkunganoya,
maupun antar Perangkat Daerah di Ainglungan Pemerintat Daerah dan instansi
lain di luar Pemerititah Dacraly sesuai dengan tagasitye.

Paral 33

(1} Kepala dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas dan menvampaikan laporan pelaksanaan tugas kepaca
Kepala Thnas.

(2] Kepala mengawdsi bawshannya den mengamisl lanpgkah yang dipecliukan
gegllal  denpan peralwun perundaog-uodaogan oapabila teradi
P IRP AL AT

Pasal 34
Eepola dolam melaltsanalean tugas bertangaung jawab:

a. menlimpin dan menpoordinasikan bawahannya: dan
b. memberikan bimbingan dan petunjuk bapi pelaksanaan baeas bawahannyva,

Fasal 35

i1y Pglabat Fungsional dan Pgjabat Pelalsana  menyampailean laperan
relakisanaan tugasnya sccara berleala dan tepat walitn kepada Kepala,

[2) Thalam melaksanakan tupas, Prjabat Fungsional dan/ atau Pojabat Prlaksana
dapat ditugaslean:

4. perocrangan; danfatan
b. dalam tirn kerija.

3 Penugsean sebagaimans dimaksud pada avat (1) dilakukan melalni:
4. penuthjukan: dan/atan
br. peneajuan sukarela.

(4] Penugaszen melahy perminjukan kepada Dojabat Fungsional dan/atau
Pejabal Pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a dilakukan
secara langaung oleh Kepala,

3] Penugasan tmelalii pengsjuan sukarela srbagaimansa dimaksud pada ayal (J)
huruf b dilakukan dengan mekanisime pengajuan permohonan aktif kepada
Kepala untuk melaksangkan Kinerja tertentu.

(&) Penugasen Pejabar Fungsicnal dan/atau Pejabar Pelekaana dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan | [zaty) ateu lebih
‘enis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, hintas Unit
Crganisasi dan linkas Perangkat Dacrah.

(71 Pujubal Puugsivnal danfatan Pejalan Pulaksaus nwlekeanabal tugas dan
fungsinya dengan melanisme Ketja.

Fiazal 36
1] Laporan sebagaimana dimaksud dalae Pasal 3% ayat (1) diclah dan
dipergunakan sebagai bahan penyuszunan laporan lebib  lanjut dan
memberikan perunjuk kepada bawahannya.
{2} Laporan sebagaimana dimaksud peda avat [11 ditembuskan kepada Dinas
vang secara funpsional mempunyal hubungan kensa.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dengan nomenklatur
lama tetap berlaku;

b. penyesuaian nomenklatur Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan
Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Bupati diundangkan; dan

c. penataan kelembagaan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Bupati diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul,

Diyndangkan di Ba.ntul;
gonl 29 TJulkh 2025
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LAMFPIEAN 1

FERATURAN BUPATI BANTLUL

NOMOR 3?' TAHLUIN 2025

TENTANG

FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
FELAKSANA TEKNIS DAERAH FADA
DIKAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
QOLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISAST UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS FENDIDTKAN, KEFEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. Bapan Susunan Organisasi Sanppgar Kepiatan Delajar

Kepala
Tlrusaty
TarLn Uaalia
KEelompok
Jabatan
Fungsional

E. Bagan Susunat Orgatlzasl TK

Kepala

Kelompok
Jabatan

Fungsional
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C. Bagan Susunan Organisasi SD

Kepala

Kelompok Jabatan
Fungsional

D). Bagan Susunan Organisasi SMP

Kepala
Wakil Kepala
Kelom p-nk Jabatan
Pelaksana
Kelompok
Jabatan
Fungsional
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SEKOLAH DASAR NEGERI

NOMOR I o KAPANEWON
95. | SD NEGERI BENDOSARI | SD NEGERI BENDOSARI Jetis
96. | SD NEGERI CANDEN SD NEGERI CANDEN Jetis
97. | SD NEGERI JETIS SD NEGERI JETIS Jetis
8. | s SD NEGERI KEMBANGSONGO | Jetis
Q9. SD NEGERI KEPUH SD NEGERI KEPUH Jetis
100. | SD NEGERI KOWANG SD NEGERI KOWANG Jetis
101. |SD NEGERI PATALAN BARU | SD NEGERI PATALAN BARU | Jetis
102. | SD NEGERI 1 PATALAN SD NEGERI 1 PATALAN Jetis
103. | SD NEGERI 2 PATALAN SD NEGERI 2 PATALAN Jetis
104. | SD NEGERI SAWAHAN SD NEGERI SAWAHAN Jetis
105. |SD NEGERI SINDET SD NEGERI SINDET Jetis
106. ggﬁgg&%&w o SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG | Jetis
107. | eremsratinG SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG | Jetis
108. | SD NEGERI BANGUNJIWO | SD NEGERI BANGUNJIWO Kasihan
109. |SD NEGERI BANYURIPAN | SD NEGERI BANYURIPAN Kasihan
110. | SD NEGERI BIBIS SD NEGERI BIBIS Kaaihun
111. |SD BRAJAN SD NEGERI BRAJAN Kasihen
112, |SD NEGERIDONOTIRTO | SD NEGERI DONOTIRTO Kasihan
113. |SD NEGERI 1 KADIPIRO SD NEGERI 1 KADIPIRO Kasihan
114. | SD NEGERI 2 KADIPIRO SD NEGERI 2 KADIPIRO Kasihan
115. | SD NEGERI 3 KADIPIRO SD NEGERI 3 KADIPIRO Kasihan
116. |SD NEGERI KALANGAN SD NEGERI KALANGAN Kasihan
117. |SD NEGERI KALIPUCANG | SD NEGERI KALIPUCANG Kasihan
118, |SD NEGERI KARANGJATI | SD NEGERI KARANGJATI Kasihan
119. | SD NEGERI KASIHAN SD NEGERI KASIHAN Kasihan
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

NAMA KORWIL BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD

PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NOMOR NOMENKLATUR
1. Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Bantul- Sewon
4 Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Kasihan
3 Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Sedayu -
‘ Pajangan
4 Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Piyungan-
: Banguntapan
B. Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Pleret - Dlingo
6. Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Jetis - Imogiri
- Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Kretek -
' Pundong - Bambanglipuro
8 Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD Kapanewon Pandak -

Srandakan - Sanden

7
' tkea HALIM MUSLIH
\ &H
'-.;._‘_ .a] |‘1 1 f}
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